
-1- 

BUPATI TANA TORAJA 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA 
NOMOR 14 TAHUN 2017 

TENT ANG 
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 66 

TAHUN 2016 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANA TORAJA, 

Menimbang: a. bahwa dalam lampiran II Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 

- 2017 tentang perubahan Kedua atas peraturan Bupati Tana Toraja 
Nomor 66 Tahun 2016 ten tang penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, ada beberapa belanja 
yang belum terurai yaitu DAK Bidang Pendidikan dan DAK Bidang 
Kesehatan sehingga Lampiran II Peraturan Bupati Tana Toraja 
Nomor 66 tahun 2016 perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pergeseran 
anggaran dilakukan dengan cara mengubah peraturan kepala 
daerah tentang penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, 
untuk selanjutnya dianggarkan dalam rancangan peraturan daerah 
tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 
Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5i_. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 1::·, 

\ 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 201 7 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4502); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norn or 4576) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5155); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

egara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
. omor 5161); 

-· Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
. omor 5165); 



22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

23. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253); 

24. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Teknis (Juknis) Dana Alokasi Khusus Fisik; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam' }'frgeri 
Nomor 21 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 310); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pedoman 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
2017; 

28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik 
Bidang Kesehatan; 

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 
2017 ten tang Petunujk Operasional Dana Alokasi Khusus Non Fisik 
Bidang Kesehatan; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 
tentang Pokok -pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 2); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2016 
ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 201 7 
(Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 11); 

33. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 Tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 
nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakir dengan 
Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11 Tahun 2017 ten tang 
Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 
Tahun 2016 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017; 



MEMOTOSKAN: 

enetapkan : PERATORAN BOPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATORAN BOPATI TANA TORAJA NOMOR 66 TAHON 2016 
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHON ANGGARAN 2017. 

Pasal I 

Lampiran II Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
?enjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 66) sebagaimana telah 
drubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 11·_. 
Tahun 2017 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Tana Toraja -Nomor 
56 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
ahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 201 7 Nomor 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tai::ia Toraja. 

Ditetapkan di Makale 
pada tanggal, 19 Jur� 2017 

BOPATI TANA TORAJA, 

Diundangkan di Makale 
pada tang al 19 Juni 2017 

' 
Plh SEKR TARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, 

SEMUEL 

RAH KABOPATEN TANA TORAJA TAHON 2017 NOMOR 14 
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